ABSTRAK
NURIMAN, ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI DANA NON-HALAL DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

Penelitian ini di latar belakangi oleh fakta bahwa lembaga perekonomian
syariah, seperti BAZNAS Provinsi Jawa Barat, masih mengelola dana non-halal
yang perlu diungkapkan secara jelas dan disajikan dalam laporan keuangan dengan
transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk memberikan
keyakinan hukum kepada masyarakat bahwa dana non halal di BAZNAS Provinsi
Jawa Barat dikelola sesuai dengan pedoman hukum dan prinsip istinbath hukum,
sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana
tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan cara pengelolaan dana non
halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat; (2) menganalisis laporan keuangan
BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan merujuk pada PSAK Nomor 109; dan (3)
mengevaluasi penggunaan dana non halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor
123 Tahun 2018.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori terkait
pengelolaan dana non halal di BAZNAS setelah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI
Nomor 123 Tahun 2018 dan PSAK No. 109. Kedua referensi ini menjadi acuan
bagi lembaga zakat dalam menyusun laporan keuangan, baik terkait dengan
penyaluran maupun penghimpunan dana.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis empiris, yang fokus pada menganalisis data terkait objek
penelitian yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan secara langsung melalui
wawancara dengan Kepala Sekretaris BAZNAS Provinsi Jawa Barat serta melalui
dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengelolaan dana
non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat meliputi dua sumber utama. Pertama,
dana yang diperoleh melalui kerjasama dengan bank konvensional. Kedua, dana
yang berasal dari sumber yang tidak diketahui pemiliknya, di mana dana tersebut
diterima tanpa kejelasan mengenai jenis transaksi. (2) Dari segi kesesuaian
pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal dengan PSAK Nomor 109, BAZNAS
Jawa Barat telah mengikuti pedoman yang berlaku dengan menyusun laporan
keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya
PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat dan prinsip akuntansi umum yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. (3) Dalam hal pandangan DSN-MUI
mengenai dana non halal, kaidah tafrig al-halal min al-haram digunakan untuk
membedakan antara harta halal dan haram berdasarkan cara perolehannya, bukan
dari substansinya. Kaidah ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan
kemaslahatan hukum.
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ABSTRACT
NURIMAN, ANALYSIS OF ISLAMIC ECONOMIC LAW ON THE
IMPLEMENTATION OF NON-HALAL FUNDS AT THE NATIONAL ZAKAT
AGENCY (BAZNAS) WEST JAVA PROVINCE

This research is motivated by the fact that sharia economic institutions, such
as BAZNAS of West Java Province, still manage non-halal funds that need to be
clearly disclosed and presented in financial reports with high transparency and
accountability. This aims to provide legal certainty to the public that non-halal
funds in BAZNAS of West Java Province are managed in accordance with legal
guidelines and the principles of legal istinbath, thereby increasing public trust in
the use of these funds. This study aims to: (1) explain how non-halal funds are
managed in BAZNAS of West Java Province; (2) analyze the financial statements
of BAZNAS of West Java Province by referring to PSAK Number 109; and (3)
disseminate the use of non-halal funds based on DSN-MUI Fatwa Number 123 of
2018. The framework of thought in this study is based on theories related to the
management of non-halal funds in BAZNAS after the issuance of DSN-MUI Fatwa
Number 123 of 2018 and PSAK No. 109. This second reference is a reference for
zakat institutions in preparing financial reports, both related to the distribution and
collection of funds.

This research methodology uses a descriptive analysis method with an
empirical legal approach, which focuses on analyzing data related to research
objects that occur in the field. Data were collected directly through interviews with
the Head of the Secretary of BAZNAS of West Java Province and through
documentation. The data analysis process was carried out through several stages,
namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study concluded that: (1) The mechanism for managing
non-halal funds at BAZNAS of West Java Province includes two main sources.
First, funds obtained through cooperation with conventional banks. Second, funds
originating from sources whose owners are unknown, where the funds are received
without clarity regarding the type of transaction. (2) From land management and
utilization of non-halal funds with PSAK Number 109, BAZNAS West Java has
followed the applicable guidelines by preparing financial reports in accordance
with the Financial Accounting Standards Statement, especially PSAK No. 109
concerning Zakat Accounting and general accounting principles stipulated by the
Indonesian Accounting Association. (3) In terms of the DSN-MUI's view on non-
halal funds, the rule of tafriq al-halal min al-haram is used to distinguish between
halal and haram assets based on how they are obtained, not on their substance.
This rule is applied to provide legal certainty and legal benefits.

Keywords: Non-Halal Funds, PSAK No. 109, DSN-MUI Fatwa Number 123 of
2018
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